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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait
hal tersebut guna mendukung perlindungan konsumen guna penyel esaian sengketa konsumen yang terjadi,
dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen
dimana keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, seperti yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 56 ayat 2 sangat kontradiktif, karena Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa "Terhadap putusan
BPSK dapat digjukan keberatan ke pengadilan’. Oleh sebab itu penulis merumuskan pokok permasalahan
dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah putusan BPSK dapat dijadikan alasan keberatan untuk digjukan di
pengadilan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan dokumen. Dari hasil penilitian menunjukkan bahwa
Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum dapat melindungi konsumen karena terjadi ketentuan
yang bertentangan mengenai arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Under the provisions of Article 1 number 1 UUPK, stated that consumer protection is any effort that ensures
the existence of legal certainty to provide protection to consumers. In relation to this matter in order to
support consumer protection for the settlement of consumer disputes, a Consumer Dispute Resolution
Agency BPSK was established to resolve consumer disputes in which the decision of BPSK is final and
binding, asreferred to in Article 54 paragraph 3 of Law no. 8 Year 1999 on Consumer Protection. The
provision in connection with the provision of Article 56 Paragraph 2 is very contradictory, since Article 56
Paragraph 2 states that Against the decision of BPSK can be filed objection to the court. Therefore, the
authors formulate the subject matter in thiswriting is How can the decision of BPSK be the reason for
objections to be filed in court In answering the question the authors use normative juridical research
methods with data collection techniques literature study, and documents. The results of the research indicate
that the final and binding BPSK Decision has not been able to protect the consumers due to conflicting
provisions regarding the meaning of the final and binding decision of BPSK.
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